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Seberapa sulit masalahmu percayalah bahwa selalu ada jalan keluar bagi yang 
berusaha, karena Allah SWT Tuhan yang maha Adil telah menciptakan segala 
sesuatunya seimbang dan penuh makna, tidak ada pagi tanpa malam, tidak ada 
kenyang tanpa lapar, tidak ada sehat tanpa sakit, dan tidak ada pelangi tanpa 
hujan. Percayalah bahwa setiap kesulitan ada kemudahan dan di setiap tetesan 
air mata maupun keringat yang kita keluarkan akan terbayar dengan 
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Ibadah Umrah merupakan Umrah yang dilaksanakan diluar musim dari ibadah haji. 
Berdasarkan Pasal 4 PMA No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan 
Ibadah Umrah Dalam penyelenggaraan Ibadah Umrah tidak hanya Biro 
Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sebagai pihak yang dapat 
menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah akan tetapi pemerintah juga memiliki 
kewenangan untuk dapat menyelenggarakn perjalanan ibadah umrah. Penelitian 
skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk serta peran dari pemerintah dalam 
memberikan perlindungan hukum terhadap Jemaah umrah dari First Travel yang 
gagal berangkat melaksanakan ibadah umrah dikarenakan First Travel melakukan 
wanprestasi terhadap kurang lebih ± 63.000 Jemaah Umrah walaupun sudah adanya 
status hukum Homologasi antara Jemaah Umrah dan pihak First Travel dengan isi 
perjanjian perdamaian bahwa First Travel berjanji akan memberangkatkan Jemaah 
Umrah untuk melaksanakan ibadah umrah dan/atau melakukan refund terhadap 
Jemaah umrah yang tidak memilih untuk berangkat. Rumusan masalah yang 
diajukan yaitu : Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya 
Homologasi antara Debitor (First Travel) dan Kreditor Konkuren (Jamaah Umrah); 
dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang seharusnya dilakukan oleh 
Pemerintah untuk menjamin kepastian akan terpenuhinya hak-hak jamaah umrah 
First Travel dalam Homologasi perkara Kepailitan First Travel. Penelitian ini 
termasuk penelitian Yuridis normative. Dalam penelitian ini menggunakan 
pendekatan dengan cara mengkaji dan menganalisis kasus atau fakta yang menjadi 
permasalahan dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan teknik analisa 
deskriptif kualitatif. Kesimpulan akhir dari penelitian ini yaitu bahwa meskipun 
dengan adanya Homologasi antara Jemaah Umrah dan First Travel Jemaah Umrah 
tetap tidak bisa berangkat untuk melaksanakan ibadah umrah dikarenakan batasan 
dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004. Akan tetapi pemerintah sebagai pihak 
yang dapat menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah belum memberikan 
perlindungan  hukum terhadap Jemaah umrah yang tidak bisa berangkat walaupun 
secara formil dan tekstual penyelenggaraan umrah sudah berjalan cukup baik. 
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Umrah is an Umrah that is carried out outside the season of the Hajj. Under Article 
4 PMA No. 8 of 2018 concerning the Implementation of Umrah Worship Travels In 
the administration of Umrah services not only is the Umrah Worship Travel Bureau 
(PPIU) the party that can organize Umrah pilgrimage services but the government 
also has the authority to be able to carry out Umrah pilgrimages. This thesis study 
aims to determine the shape and role of the government in providing legal 
protection against Umrah congregations from First Travel who failed to go to 
Umrah because First Travel defaulted to approximately ± 63,000 Umrah 
Congregations despite the legal status of Homologation between Umrah 
Congregation and parties First Travel with the contents of the peace agreement 
that First Travel promised to depart the Umrah Congregation to carry out Umrah 
worship and / or refund the Umrah congregation who did not choose to leave. The 
formulation of the problem proposed is: What are the legal consequences arising 
from the Homologation between the Debtor (First Travel) and the Concurrent 
Creditors (Jamaah Umrah); and What form of legal protection should be carried 
out by the Government to ensure certainty of the fulfillment of the rights of umrah 
pilgrims First Travel in the First Travel Bankruptcy Case Homologation. This study 
included normative Juridical research. In this study using an approach by 
examining and analyzing cases or facts that become problems with legislation 
related to qualitative descriptive analysis techniques. The final conclusion of this 
study is that even though there is a Homologation between Umrah Congregation 
and First Travel Umrah Congregation, they cannot leave to carry out Umrah 
worship due to restrictions in Law No. 37 of 2004. However, the government as the 
party that can hold umrah religious services has not provided legal protection to 
the Umrah congregation that cannot depart even though formally and textually the 
administration of Umrah has been going quite well. 
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